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ABSTRACT 

 

The Weekend Land Service Program (PELATARAN) is a public service innovation 

introduced by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land 

Agency to provide land services on Saturdays for people who are unable to access 

services during weekdays. This study aims to analyze the implementation of 

PELATARAN and examine public perceptions of its service quality at the North 

Jakarta City Land Office. A qualitative descriptive approach was employed using 

interviews, observations, and documentation. The collected data were analyzed 

through data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was 

ensured through source and technique triangulation. The findings show that 

PELATARAN has been implemented in accordance with established policies and has 

improved public access to land services. Respondents perceived the service 

procedures and requirements as clear, officers as competent and courteous, service 

delivery as efficient, fees as transparent and in accordance with regulations, and the 

service environment as comfortable. Nevertheless, several challenges remain, 

particularly regarding the Sentuh Tanahku application, the digital queue system, and 

the adaptation of newly assigned officers. Overall, PELATARAN has enhanced the 

quality and accessibility of land services, although continuous improvements are still 

required. 

 

Keywords: public perception, service quality, PELATARAN, land services, North 

Jakarta City Land Office. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah merupakan aspek penting 

yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas. Pelayanan publik yang efektif dan 

efisien adalah kunci utama dalam mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap 

kinerja pemerintah. Namun kenyataannya, dalam beberapa kasus, pelayanan 

publik tersebut belum berjalan sesuai harapan, terbukti dari laporan pengaduan 

masyarakat yang menunjukkan masih adanya kendala dan masalah dalam 

penyelenggaraan layanan oleh pemerintah daerah maupun pusat Cahyaningrum & 

Nugroho, (2015). Kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada kemampuan 

penyedia layanan untuk secara konsisten memenuhi harapan penerima layanan. 

Artinya, ketika masyarakat menerima layanan yang memenuhi atau bahkan 

melebihi harapan mereka, layanan tersebut dianggap baik dan memuaskan. 

Sebaliknya, jika layanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan yang 

diharapkan, maka layanan tersebut akan dianggap buruk dan tidak memuaskan 

masyarakat sehingga diperlukan peningkatan terus-menerus dalam penyedia 

layanan baik instansi pemerintah maupun swasta.  

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk 

menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik seperti integritas 

tinggi, kinerja yang optimal, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(KKN), mampu memberikan layanan publik yang memadai, bersifat netral dan 

adil, serta memiliki dedikasi dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar serta kode 

etik aparatur negara Suhartono dkk., (2023).  Inovasi menjadi kunci utama dalam 

upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting 

mengingat adanya tantangan dalam lingkungan sektor publik yang kurang 

kompetitif, yang dapat menghambat perkembangan sektor pelayanan publik. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan 
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Publik bahwa inovasi dalam pelayanan publik tidak hanya mencakup penciptaan 

hal-hal baru seperti sistem pelayanan berbasis digital atau mekanisme pengaduan 

masyarakat online, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas dan perluasan 

layanan publik yang sudah ada sebelumnya.  

Pelayanan publik pada pelayanan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh 

pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN). Pelayanan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum atas tanah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah pertama kali 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah. menjelaskan bahwa proses pendaftaran tanah dilakukan 

melalui dua sistem: Pendaftaran Tanah Sistematik, yang melibatkan pendaftaran 

secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah 

desa atau kelurahan, dan Pendaftaran Tanah Sporadik, yang mencakup 

pendaftaran individu atau massal untuk satu atau beberapa objek tanah dalam 

wilayah yang sama.  

Proses pendaftaran tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan 

administratif  seperti kelengkapan persyaratan yang membuat masyarakat enggan 

mengurus sertipikat pada hari kerja. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak 

memiliki waktu untuk mengurus persyaratan itu sendiri sehingga banyak individu 

memilih menggunakan jasa calo karena dianggap dapat membantu 

mempersiapkan persyaratan dan mengurus permohonan sertipikat lebih cepat 

meskipun biayanya lebih tinggi. Namun fenomena ini kerap berujung pada kasus 

penipuan yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Untuk memberikan 

kesempatan kepada masyarakat mengurus pelayanan pertanahan, Kementerian 

ATR/BPN mengeluarkan Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14/SE-

HK.02/VII/2022 tentang Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program 

Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta 

Utara Tahun 2023, jumlah angkatan kerja yakni penduduk berusia 15 tahun ke 

atas yang termasuk dalam usia produktif, mencapai 926.517 orang. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 884.251 orang atau 95,44% telah bekerja, sedangkan 42.266 
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orang atau 4,56% tergolong pengangguran. Angka ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat Jakarta Utara aktif dalam kegiatan ekonomi, baik di 

sektor formal maupun informal, sehingga memiliki tingkat kesibukan yang tinggi 

dan waktu luang yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat 

kesulitan untuk mengurus sertipikat tanah secara langsung di kantor pertanahan 

pada hari kerja, Kebijakan pelayanan pertanahan pada akhir pekan menjadi 

langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat 

pekerja tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan, serta mendorong efisiensi dan 

kemandirian dalam pengurusan administrasi pertanahan. Dengan demikian, 

PELATARAN diharapkan mampu menjadi solusi  membantu masyarakat  yang 

tidak mempunyai banyak waktu luang untuk tetap dapat mengakses layanan 

publik  secara langsung. alternatif pelayanan di luar hari kerja. 

Tabel 1. 1 Olahan Data Jumlah Pemohon PELATARAN Bulan Mei 

Jenis Layanan 2 Mei 9 Mei 16 Mei 23 Mei 30 Mei Total 

Loket Informasi 2 5 3 1 3 14 

Loket Penyerahan 4 4 5 5 4 22 

Loket Pendaftaran 0 2 2 1 2 7 

Verifikator Berkas 0 1 3 0 0 4 

Cek Plot 1 0 0 1 0 2 

Total Pelayanan 7 12 13 8 8 48 

Sumber: Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 

Meskipun jumlah pelayanan pada setiap pelaksanaan PELATARAN 

mengalami fluktuasi, data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah 

memanfaatkan layanan pertanahan pada akhir pekan sebagai alternatif ketika tidak 

dapat mengakses pelayanan pada hari kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

PELATARAN memiliki potensi dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan 

pertanahan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok pekerja yang memiliki 

keterbatasan waktu. Namun demikian, tingginya pemanfaatan suatu layanan 

belum tentu mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah 

memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak 

hanya melihat jumlah pengguna layanan, tetapi juga menelaah bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima selama mengikuti 

Program PELATARAN. 
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B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab 

pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan PELATARAN pada Kantor Pertanahan Kota 

Administrasi Jakarta Utara? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan PELATARAN di Kantor 

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah 

melalui PELATARAN di Kantor Pertanahan Kota Administrasi 

Jakarta Utara.  

b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan 

PELATARAN di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 

dalam Pelaksanaan PELATARAN. 

2. Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam 

kajian tentang inovasi pelayanan publik di sektor pertanahan. Secara 

teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai 

implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis waktu non-

konvensional (akhir pekan) sebagai bentuk adaptasi birokrasi terhadap 

kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi 

dasar bagi pengembangan model konseptual mengenai hubungan 

antara kualitas pelayanan publik, persepsi masyarakat, dan efektivitas 

kebijakan inovatif di bidang pertanahan. Dengan demikian, penelitian 
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ini diharapkan mampu memperluas pemahaman akademik mengenai 

strategi peningkatan kualitas layanan publik dalam konteks reformasi 

birokrasi dan digitalisasi pelayanan pemerintah. 

 

b. Manfaat Praktis. 

Bagi Kementerian ATR/BPN, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk terus melakukan 

inovasi ke depannya baik dalam pelayanan publik maupun layanan 

percepatan pendaftaran tanah. Bagi Masyarakat, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi 

sehingga layanan PELATARAN dapat lebih dikenal oleh masyarakat 

luas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat terhadap 

Kualitas Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor 

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan 

(PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 

terealisasi dengan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022 tentang Loket 

Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Pertanahan Akhir 

Pekan (PELATARAN). Program ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 

08.00–12.00 WIB sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk 

memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan 

waktu pada hari kerja. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi 

penerimaan berkas, pengambilan produk pelayanan, informasi, 

konsultasi, pengaduan, serta layanan cek plot. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara, mekanisme pelayanan telah berjalan sesuai 

prosedur yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa kendala, 

seperti masih rendahnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan 

PELATARAN, adanya pemohon yang belum memahami prosedur digital 

melalui aplikasi Sentuh Tanahku, serta masih terdapat pemohon yang 

datang dengan persyaratan administrasi yang belum lengkap. 

2. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan PELATARAN secara 

umum menunjukkan penilaian yang positif. Berdasarkan sembilan 

indikator kualitas pelayanan publik yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu pelaksanaan pelayanan pelataran, prosedur pelayanan pelataran, 

persyaratan pelayanan pelataran, kemampuan petugas pelayanan 

pelataran, kecepatan pelayanan pelataran, keadilan pelayanan pelataran, 

kewajaran biaya pelayanan pelataran, kepastian jadwal pelayanan 
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pelataran, kenyamanan lingkungan pelayanan pelataran, sebagian besar 

informan menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Petugas 

dinilai mampu memberikan pelayanan secara ramah, sopan, profesional, 

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses pelayanan juga 

dinilai cukup cepat, biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, serta lingkungan pelayanan nyaman dan aman. Meskipun 

demikian, penelitian masih menemukan beberapa aspek yang perlu 

ditingkatkan, terutama dalam penyampaian informasi mengenai 

persyaratan pelayanan, sosialisasi program PELATARAN kepada 

masyarakat, serta pendampingan bagi pemohon yang belum terbiasa 

menggunakan layanan berbasis digital. Dengan demikian, secara 

keseluruhan Program PELATARAN telah memberikan manfaat nyata 

dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat, 

khususnya bagi masyarakat yang bekerja pada hari kerja dan memiliki 

keterbatasan waktu untuk mengurus administrasi pertanahan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu 

meningkatkan sosialisasi mengenai Program PELATARAN kepada 

masyarakat melalui media sosial, website resmi, media cetak, maupun 

kerja sama dengan pemerintah daerah agar keberadaan layanan ini 

semakin dikenal dan dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, diperlukan 

penyampaian informasi persyaratan pelayanan yang lebih jelas dan 

mudah dipahami sehingga masyarakat dapat mempersiapkan dokumen 

sebelum datang ke kantor pelayanan. 

2. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara perlu meningkatkan 

pendampingan kepada masyarakat, khususnya bagi pemohon lanjut usia 

atau masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi digital, 

seperti aplikasi Sentuh Tanahku, agar proses pelayanan dapat berlangsung 
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lebih mudah, cepat, dan efektif tanpa menimbulkan kebingungan bagi 

pemohon. 

3. Petugas pelayanan diharapkan tetap mempertahankan profesionalisme, 

kedisiplinan, keramahan, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Evaluasi terhadap pelaksanaan PELATARAN juga 

perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui kendala yang masih 

dihadapi serta sebagai dasar dalam penyempurnaan kualitas pelayanan 

pada masa mendatang. 

4. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi 

dalam pengembangan Program PELATARAN di berbagai kantor 

pertanahan. Dukungan terhadap peningkatan sarana prasarana, penguatan 

sistem pelayanan berbasis digital, serta penyusunan kebijakan yang lebih 

adaptif terhadap kebutuhan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan pertanahan secara nasional. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan 

karena dilakukan pada satu kantor pertanahan dengan pendekatan 

kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

dilakukan pada beberapa kantor pertanahan sebagai studi komparatif atau 

menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods sehingga 

diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas 

pelayanan PELATARAN serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 

kepuasan masyarakat. 
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